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ABSTRAK

Pasca disahkannya UU NO 2 Tahun 2018 sebagai Undang-
Undang perubahan dari UU NO 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakulan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, imunitas hukum menjadi topik pembicaraan yang hangat. Perlu
dan tidaknya imunitas hukum menjadi perdebatan dikalangan elit
politik, cendikiawan, akademisi dan lain sebagainya. Hal ini
membuktikan, perlu adanya kajian mendasar mengenai imunitas
hukum. Pasalnya, imunitas hukum belakangan ini sering menjadi kedok
politik adanya pelanggaran hukum yang berujung di pengadilan. Disisi
lain imunitas hukum sangat diperlukan, mengingat tugas dan fungsi
dari masing-masing lembaga parlemen yang begitu pelik. Dari sini
penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Pertanyaannya adalah
bagaimana urgensi imunitas hukum khususnya untuk anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ?

Untuk mendapatkan jawaban yang objektif, pertanyaan diatas
akan dijawab dengan penelitian Normatif-Filosofis berbentuk
penelitian kepustakaan, penelitian dilakukan dengan metode deduktif.
Artinya peneliti  akan  terlebih dahulu menjelaskan ‘fungsi dan
kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yang menurut undang-
undang memiliki hak istimewa atau hak imunitas dengan kacamata
maslahah mursalah. Dengan melihat menggunakan kacamata maslahah
mursalah, diharapkan akan ditemukan sebuah jawaban mengenai
urgensi dari imunitas hukum khususnya anggota Dewan Perwakilan

Rakyat.
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Akhirnya peneliti menemukan sebuah jawaban terhadap perlu
tidaknya imunitas hukum terkhusus untuk para anggota parlemen.
Demi terwujudnya kemaslahatan umat, imunitas hukum menjadi suatu
yang urgen. Pasalnya, Jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyandang hak istimewa tersebut, akan terkendala tugas dan
kewenangannya, Hal ini disebabkan karena sibuk mengurusi tuntutan
orang atas dugaan pencemaran nama baik melalui kritikan-kritikannya
demi kepentingan Negara. Manakala hal yang demikian terjadi,
sesungguhnya rakyatlah yang sesungguhnya dirugikan. Di samping itu,
keberadaan imunitas hukum juga telah dibatasi oleh adanya peraturan
tata tertib dan kode etik. Sehingga pintu yang memungkinkan adanya
penyalah gunaan hak istimewa tersebut telah tertutup. Oleh karena itu,
imunitas hukum menjadi sangat urgen ketika dihadapkan dengan fungsi

dan tugas anggota parlemen di dalam melayani masyarakat.

Kata kunci : Imunitas hukum, urgensitas, maslahah mursalah
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MOTTO
“Ya Ilahi, hamba tidak bisa memuji-MU
sebagaimana semestinya Engkau dipuji, Pujilah

Diri-MU sendiri melalui perantara diriku”
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Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
) Alif - Tidak
dilambangkan
<@ Ba“ B Be
< Ta" T Te
& Sa S Es (dengan titik di
atas)
- Jim I’ Je
z Ha“ h Ha (dengan titik
di bawah)
t Kha* Kh Ka dan ha
Q Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik
di atas)
2 Ra* R Er
J Za" Z Zet
o Sin S Es
v Syin Sy Es dan ye
Xi




o Sad $ Es (dengan titik di
bawah)
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bawah)
B Ta" t te (dengan titik di
bawah)
b2 73" v4 zet (dengan titik
di bawah)
& L,an i koma terbalik di
atas
'& Gain G Ge
) Fa“ F Ef
A3 Qaf Q Qi
i Kaf K Ka
Jd Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
9 Wawu W We
2 Ha H Ha
3 Hamzah ¢ Apostrof tetapi

lambang ini tidak
dipergunakan
untuk hamzah di

awal kata
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Ya* Y Ye

G

B. Vokal pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis |, dan dhamah ditulis u.
Contoh : O+ ditulis jalasa
& _cditulis syariba
Gscsditulis buniya
C. Vokal panjang
A panjang ditulis a, panjang ditulis 1, u panjang ditulis 4, masing-masing

dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : O ditulis kana
J;glé—'ditulis tilmizun
)&8 ditulis gafarun
D. Vokal rangkap
Fathah + ya’ mati ditulis ai.
Contoh : s &ditulis baina
Fathah + wawu mati ditulis au.
Contoh : Jigdditulis gaul
E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof (‘)
Contoh : 3&7 ditulis a’ozu
F. Kata sandang alif + lam
Bila diikuti huruf gamariyyah maka ditulis al-
Contoh : %3531‘3 ditulisal-madrasah
Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.

Contoh:  ¢laldditulis as-samd’
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G. Konsonan rangkap
Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.
Contoh:  <@iza ditulis muhammadiyyah
H. Ta’ marbutah di akhir kata
Bila dihidupkan ditulis t
Contoh: & ‘CL\J&-@} ditulis maktabat al-jami’at
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh: s 3aditulis sabbirah
I.Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
Ditulis kata per kata
Contoh : ¢\Z§§§‘ caly&lditulis karamah al-auliya’
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.
Contoh:  »3ubd I ditulis khulafa’urrasyidin
J.Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan-dengan EYD
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak imunitas hukum belakangan ini,menjadi sebuah problem yang
sangat pelik yang terus diperdebatkan.Terutama perihal keberadaannya
imunitas hukum tersebut. Pro dan kontra bermunculanterhadap perlu
dan tidaknya imunitas hukum bagi pejabat negara dalam kaitannya
memaksimalkan pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Kepemilikan hak istimewa bagi para anggota parlemen ini, menjadi isu
menarik ditengah berkembangnya keberlangsungan praktek demokrasi.
Ketika terjadi kasus yang menyangkut anggota parlemen, di situlah hak
imunitas hadir. Dapat dikatakan bahwa hak imunitas hukum saat ini
menjadi  sebuah  problem  publik  mengingat keistimewaan

keberlakuannya.

Berkaitan dengan permasalahan imunitas hukum bagi anggota
parlemen yang kedudukannya sebagai pejabat Negara, maka hak
istimewa ini keberadannya diatur di dalam UUD 1945 Pasal 20A
ayat 3 maupun UU NO 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD. sebagai UU perubahan -dari 'UU -NO 17 Tahun
2014(selanjutnya disingkat UU MD3). Ketentuan hukum ini secara
garis besar mengatur perihal adanya kepemilikan hak imunitas
hukum bagi an ggota parlemen terkait dengan kedudukannya
menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif. Terkait hal ini
maka keberadaan hak imunitas hukum bagi para anggota parlemen
khususnya lembaga legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 Pasal
20A ayat 3.

1
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Di sisi lain,bagaimana kiranya imunitas hukum acap kali
dijadikan kedok politik demi tercapainya kepentingan pribadi,
Sebagaimana kasus yang terjadi disekitar tahun 2005 silam. Jaksa
agung dan segenap jajarannya merasa kecewa dengan ungkapan para
anggota DPR yang mengatakan “Bagai ustadz di kampung
maling ’seolah-olah ditujukan kepada jaksa. Selain itu, kejadian
serupa juga terjadi sebagaima yang dipublikasikan oleh okezone.com
terkait pernyataan seorang ketua DPR ketika di dalam persidangan
atau rapat DPR terkait proses pembangunan gedung baru DPR RI
saat itu. Dia mengatakan, “rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja,
rumah dan pendidikan.Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan
begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara,
kita diskusikan ”. Memang betul, kebebasan berbicara dalam Negara
demokrasi menjadi sebuah kemutlakan. Akan tetapi perlu digaris
bawahi, bahwasannya kebebasan yang dimaksud arahnya bukan
menuju kepada sesuatu hal yang sifatnya destruktif melainkan lebih
tertuju kepada yang sifatnya konstruktif demi sebuah kebenaran
yang tajam dan puitis yang didasardasarkan pada sebuah
pengetahuan.

Para, anggota parlemen _yang menjadikan imunitas hukum
sebagai-kedok' politik, Mereka seolah-olah tidak paham bagaiman
batasan-batasan imunitas hukum yang terkandung dalam peraturan
tata tertib dan kode etik yang dijadikan landasan dan pedoman
dalam bertindak. Oleh karena itu, berdasarkan kejadian-kejadian
diatas, banyak pihak yang menolak keberadaan imunitas hukum.

Di sisi yang lain, imunitas hukum sangat diperlukan, mengingat
kedudukan para anggota parlemen sebagai perwakilan dari rakyat,

yang dituntut untuk memakmurkan rakyat. Akan tetapi ia juga harus
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memenuhi panggilan dari pengadilan karena dugaan kasus
pencemaran nama baik melalui kritikan-kritikan yang dilakukan
ketika menjalankan tugas-tugasnya. Tentunya totalitas dalam
menjalankan tugas tidak akan terwujud, karena waktunya
terbengkalai demi urusan-urusan pengadilan.

Dari sini muncul sebuah pertanyaan terkait keberadaan imunitas
hukum. Pertanyaannya ialah mampukah hukum menemukan sebuah
kebenaran baru untuk sebuah pertanyaan haruskah ada imunitas
hukum bagi pejabat Negara ? Di sisi lain, imunitas hukum sangat
diperlukan demi menjamin adanya kebebasan secara fisik dan
mentalitas para pejabat Negara yang menjalankan tugasnya melayani
Negara.

Oleh karena itu, sudah semestinya diperlukan adanya pengkajian
mendasar terhadap konsep sesungguhnya terhadap keberadaan asas
imunitas hukum. Setidaknya perlu dipertanyakan kembali terkait
kesahihan landasan keberadaan imunitas hukum bagi anggota
parlemen sebagai pejabat Negara yang mejalankan tugas kenegaraan
dalam kehidupan nyata ( The Real World).'Kajian ini diperlukan
untuk mencari dasar pembenaran daripada keberadaan hak imunitas
hukum_.yang dimaksud. Sehingga_ hal tersebut diharapkan akan
melahirkan-adanya pandangan  yang -lebih' baik -terhadap nilai
urgensitas eksistensi imunitas hukum' yang sesungguhnya telah

diakui sejak lama diberbagai Negara.

Berkaitan dengan uraian diatas, bagaiamana Islam sendiri

sebagai agama rahmatallil“alamin memandang imunitas hukum?

'Wenly R.J. Lolong, "Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen
Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law”, Al- Ahkam, V No. 2, Desember
2015
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Aapakah imunitas hukum dipandang sebagai sesuatu kemutlakan
yang disematkan kepada para anggota parlemen dalam menjalankan
tugas kenegaraan atau sebaliknya imunitas hukum dipandang
sebagai sesuatu yang harus lepas dari masing-masing para anggota
parlemen mengingat bahwa terdapat banyak pelanggran hukum
yang timbul karena adanya imunitas hukum ? Oleh karenanya,
penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini didalam sudut pandang
maslahah mursalah. Penjabaran ini tentunya dimaksudkan untuk
menilai bagaimana kiranya keberadaan hak imunitas hukum sebagai
suatu kebijakan pemerintah suatu Negara, apakah didalamnya
terwujud suatu kemaslahatan ? tentunya kemaslahatan untuk
masyarakat itu sendiri, ataukah sebaliknya keberadaan imunitas
hukum membawa kemafsadatan bagi masyarakat ? oleh karena itu,
penulis akan menjelasan mengenai imunitas hukum yang dimiliki

oleh para anggota parlemen.
B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik pokok masalah

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pokok masalah tersebut adalah

1. Bagaimana urgensitas adanya hak imunitas hukum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimanakahpandangan maslahah mursalah terhadap

adanya hak imunitas hukum ?
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C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini

adalah :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana urgensi adanya hak imunitas
hukum !

2. Untuk menjelaskan Bagaimanakah pandangan maslahah
mursalah terhadap adanya hak imunitas hukum !

b. Kegunaan

Dalam penulisan dan Penelitian ini, adapun kegunaan yang akan

dicapai adalah sebagai berikut :

1. Secara Aakademik, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih  pemikiran bagi pengembangan
khazanah keilmuan pada Fakultas Syari“ah dan Hukum
umumnya dan Prodi Hukum Tata Negara pada khususnya, Serta
menambah referensi keilmuan pada umumnya.

2. Secara praktis, “dapat " digunakan = sebagai rujukan atau
pertimbangan dalam penetapan keputusan di masa yang akan
datang.

D. Telaah Pustaka

Demi menjaga keorisinilan karya tulis ini, penulis melakukan
tealaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk
buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain atas penelitian terkait
yang mempunyai relevansi terhadap tema dan pembahasan penulisan

ini, adapun diantaranya sebagai berikut :
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Pertama, Tesis Al-Qodri Nur yang berjudul “Hak Imunitas
Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system Ketatanegaraan
Indonesia”, Menjelaskan tentang Rasio legis Hak Imunitas Anggota
Derwan perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
serta menejelaskan Ruang lingkup Hak Imunitas Anggota Dewan
Perwaklan Rakyat dalam pemerintahan Indonesia mengkaji Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang membedakan dengan

penelitian ini ialah Teori dan konsep pengkajian Undang—Undang.2

Kedua, Skripsi Rizal Panatagama Iskandar yang berjudul
“Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014”7, Menjelaskan tentang perbandingan antara sebelum
dan sesudah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 Berdasarkan peran dan fungsi Lembaga legislatif. Yang
membedakan penelitian ini ialah pembahasan dan teori pengkajian

Undang-Undang yang dikaji.’

Ketiga, Skripsi Quartas Ivan Raharjo Putra yang bejudul
“Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD Ditinjau dari_prinsip negara hukum”, Menjelaskan tentang

bagaimana formulasi pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip

?Al-Qodri Nur ,Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system
Ketatanegaraan Indonesia, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,
(2016).

*Rizal Panatagama Iskandar “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 ”.Skripsi Fakultas syari“ah dan Hukum Uin Sunan
Kalijaga, (2017).
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negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Yang

membedakan dengan penelitian ini ialah Teori Pengkajian.”

Keempat,Jurnal Wenly R.J. Lolong yang berjudul ”Problematik
Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality
Before The Law”, Menjelaskan tentang Hak Imunitas pejabat
Negara dilihat dari Prinsip Equality Before The Law sebagai prinsip
kesetaraan dihadapan hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014Yang membedakan dengan penelitian ini ialah Teori

Pengkajian.

Kelima, Skripsi Renaldi Hendryan yang berjudul “Kewenangan
Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Peradilan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(Study kasus Setya Novanto
Ketua DPR RI Periode 2014-2019)”, Menjelaskan Peran dan Fungsi
MKD dalam menangani kasus tersebut menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014. Yang membedakan ialah Contoh kasus dari
pembahasan. Sedangkan pembahasannya itu sendiri berbicara

masalah hak imunitas hukum.®

Keenam, Skripsi <Vynta 4 Nurul | Atikar yangt berjudul “Hak
Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD(Studi Tentang Hak

* Quartas Ivan Raharjo Putra “Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota
DPR Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD Ditinjau dari prinsip negara hukum”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, (2015).

> Wenly R.J. Lolong, "Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen
Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law”, Al- Ahkam, V No. 2, Desember
2015

% Skripsi Renaldi Hendryan ,“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan
Dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(Study
kasus Setya Novanto Ketua DPR RI Periode 2014-2019)”, Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).
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Asasi Manusia)”, Menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia dalam
kaitannya Ha imunitas yang dimiliki oleh anggota parlemen. Yang

membedakan dari penelitian ini ialah UU yang dikaji.”

Ketujuh, Jurnal Akhmad Aulawi yang berjudul “Perspektif
Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya
Di Berbagai Negara”, Menjelaskan Tentang Bagaiman aktualisasi
dari Hak Imunitas Anggota Parlemen di Berbagai Negara di Dunia
menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang

membedakan dari penelitian ini ialah objek kajiannya.®

Kedelapan, Jurnal Mohammad Muniri yang berjudul “Penerapan
Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN
2014”, Menjelaskan tentang Bagaimana semestinya Hak Imunitas
yang dimiliki oleh anggota parlemen dalam penggunaanya harus
memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Yang
membedakan dengan tulisan ini ialah teori dan Undang-Undang

yang dijadikan bahan pembahasan.’

Kesembilan,Skripsi  Dini = Febry Gitawaty yang berjudul
“ImplikasicUndang-Undang' Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD terhadap kewenangan DPDR-RI Dalam hal
penentuan_pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR”, Menjelaskan
tentang Bagaimana Undang-Undang Tersebut mengatur mekanisme

pemilihan pimpinan DPR-RI serta bagaimana Undang-Undang

"Skripsi Vynta Nurul Atika, “Hak Imunitas Anggota DPR Menurut Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD(Studi Tentang
Hak Asasi Manusia)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (2010)

$Akhmad Aulawi , “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen
Dan Pelaksanaannya Di Berbagai Negara’,Media pembinaan hukum Nasional,
(2014).

’Mohammad Muniri , “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI
Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014, Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 1 Mei 2017.
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tersebut mengatur Hak Imunitas Anggota Parlemen. Yang

Membedakan dari penelitian ini ialah pembahasan."

E. Kerangka Teoritik
Pengetian Maslahah Mursalah

Kata maslahah berarti kepentingan hidup manusia. Kata
mursalah berarti sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam nash
syariat yang menguatkan atau yang membatalkan. Maslahah
Mursalah yang disebut juga istishlah secara terminologis, menurut
ulama-ulama usul adalah maslahah yang tidak ada ketetapannya
dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkan.'' Metode
ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan
dengan mas alah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak
disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur

kemaslahatan hidup manusia.

Maslahah dalam bahasa arab, berasal dari kata (z J u=) dari
tiga huruf hijaiyyah ini terbentuk kata salaha, saluha, salahan dan
salahiyatan. Kata kerja saluha, menurut al- Fayumi sebagaiman
telah dikutif oleh Kamal Muchtar mempunyai arti yang berlawanan
dengan = ‘‘fasada™ (rusak atau binasa). Kata “Maslahah adalah

mufrad, jamaknya adalah “Masalih” yang berarti baik atau benar.'?

"Dini Febry Gitawaty , “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap kewenangan DPDR-RI Dalam hal
penentuan pimpinan DPR dan Hak Imunitas DPR”, Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyyah Malang, (2015).

" Dikutif oleh J. Suyuthi Pulungan, ,Jlm Ushul al-figh,hlm. 84

"> Kamal Muchtar, AI-Mibahul al-Munir, Jilid 1, Mesir, Mustafa al-Babi al-
Halabi, tt., hal. 386.
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Al-Syarnubi menerangkan bahwa “maslahah” berarti semua
perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Orang mengatakan “Ra yu
al-imami al-maslahatu fi dzalika” (pendapat imam itu baik tentang
yang demuikian) karena itu pendapat orang yang dapat

meniumbulkan manfaat atau kebaikan disebut maslahah."

Kata mursalah sesuatu yang tidak ada ketentuan dalam nash
syariat yang menguatkan atau membatalkan. Maslahah mursalah
yang juga disebut istihlah. secara terminologis, menurut para ulama
usul, sebagaimana telah dikutif oleh suyuthi pulungan maslahah
mursalahadalah maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash

yang membenarkan atau yang membatalkannya.

Dari uraian terkait maslahah mursalahdiatas, penulis dapat
menarik adanya cara pandang baru mengenai keberadaan hak
imunitas hukum dalam suatu Negara. Dan dari sini pula penulis
dapat menjawab sebuah pertanyaan haruskah ada imunitas hukum
bagi pejabat Negara ? Di satu sisi imunitas hukum ini sangat
diperlukan untuk para anggota parlemen dan di sisi lain keberadaan
imunitas hukum acap kali dijadikan benteng perlindungan untuk
kepentingan _pribadi “atau kelompok. Jika ~demikian adanya,
pemahaman -mengenai maslahah mursalah menjadi suatu keharusan
untuk mendapatkan cara pandang yang baru serta melahirkan

adanya kemaslahatan demi kemaslahatan.

13 Di kutif oleh Kamal Muchtar, Agrabu al-Mawarid, Jilid 1, Beirut, TT., hal.
656.
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F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Hak Imunitas hukum
para pejabat negara khususnya para anggota parlemen yang
menduduki Lembaga Legislatif dalam perspektif maslahah
mursalah. Untuk menjawab persoalan tersebut, berikut aspek

metodologis yang akan digunakan oleh peneliti :
1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk jenis penelitian
kepustakaan (Library research).'* Karena sumber data yang
digunakan adalah data kepustakaan, baik berupa buku atau bentuk
tulisan lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha
menjelaskan hakikat fakta tertentu, mengapa itu terjadi, dan apa

hubungannya dengan fakta lainnya. >
2. Sifat Penelitian

Penelitian int bersifat deskriptif-analisis. Maksudnya adalah
menggambarkan rdan: imenguraikan; »permasalahan secara detail
dengan_proses. analisis.Penelitian  deskriptif analitik bertujuan
mendeskripsikan hal-hal yang berlaku. Di dalamnya ada upaya
menggambarkan, menjelaskan, menganalisa, dan

menginterpretasikan kondisi yang terjadi."®

' Kartini Kartono, Pengantar Metodologis Riset Sosial, (Bandung: Mundur
Maju, 1990), him. 33.

'S 1da Bagoes, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him. 30

' Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1990), him. 26.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka penelitian yang
dilakukan ialah penelitian kepustakaan (Library research). Dalam
hal ini penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut hak

imunitas hukum.

Karena banyaknya sumber data yang diperoleh, Oleh karena itu
data yangdigunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi
sumber primer dan sumbersekunder. Sumber primer merupakan
sumber utama. Sumber primer penelitian ini yaitu UUD 1945
sedangkan sumber sekunder lainnya berupa buku-buku, penelitian

atau tulisan lain yangterdekat dengan sumber primer.
4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif.
Yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur

kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.'’
G. Sistematika Pembahasan

Bab @' dalam penulisan skripsi ini memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka  teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan

gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab II memuat deskripsi teori analisa maslahah mursalah.

Dimulai dari pembahasan mengenai definisi maslahah mursalah.

"Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM,
1984), him. 42.
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Bab III berisikan deskripsi mengenai hak imunitas hukum.
Dimulai dari pembahasan mengenai pengertian imunitas, landasan
yuridis hak imunitas hukum, subjek imunitas hukum, dan tujuan
hak imunitas hukum, syarat-syarat imunitas hukum, pelaksanaan

imunitas hukum dan sanksi adanya pelanggran imunitas hukum.

Bab IV memuat deskripsi tentang pandangan maslahah
mursalah terhadap adanya hak imunitas hukum. Dimulai dari
analisis urgensi adanya imunitas hukum, analisis syarat-syarat

imunitas hukum, analisis subjek imunitas hukum.

Bab v merupakan bagian akhir penulisan skripsi yang berisikan
kesimpulan dan saran yang membangun demi terwujudnya cita-cita
yang diinginkan. Dan dibagian akhir ini pula,sekaligus mengakhiri

penulisan penelitian ini dalam bentuk skripsi.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya yang
dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya yang dijelaskan secara
lebih sistematis dalam rumusan masalah tentang Imunitas hukum,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Imunitas hukum anggota dewan perwakilan rakyat bukan
merupakan suatu yang mutlak, melainkan bersifat
kualifikasi. Artinya imunitas hukum di dalam penerapannya
mempunyai aturan main yang berupa tata tertib dan kode
etik yang dimaksudkan sebagai rambu-rambu guna
mencegah adanya penyalahgunaan hak imunitas.

2. Imunitas hukum hanya berlaku, ketika para anggota
parlemen dalam menjalankan fungsi legislatifnya artinya
hak imunitas bukan untuk kepentingan pribadi melainkan
kepentingan masyarakat. Serta sejalan dengan peraturan tata
tertib * dan- kode etik yang ‘telah = disepakati bersama,
sebagaiaman telah diatur.dalam UU No 2 Tahun 2018 pasal
224 ayat 4.

3. Imunitas hukum anggota dewan perwakilan rakyat jika
dilihat dengan kacamata maslahah mursalah merupakan
suatu kebutuhan yang sifatnya dharuriyyah artinya
kepentingan masyarakat menjadi suatu yang urgen daripada
kepentingan pribadi, serta imunitas hukum merupakan suatu

kemaslahatan yang sifatnya mu'tabarah dimana di

58
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dalamnya terdapat keharmonisan suatu aturan yang dalilnya
tidak diketahui melalui nash bail al-Qur“an maupun as-
Sunnah.

B. Saran

Kajian terhadap Imunitas hukum masih sangat diperlukan bagi
kita untuk bisa memahami konsep imunitas hukum dengan
perspektif yang tepat. Sehingga, akan sejalan dengan ajaran Islam
dan cita-cita islam. Dengan begitu praktek imunitas hukum benar-
benar menjadikan kemaslahatan bagi umat dan terhindar dari
adanya penyimpanagan-penyimpangan hukum. Oleh karena itu
penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa
melakukan kajian terhadap Imunitas hukum, yang tidak hanya
melihat dan memahami secara tekstualnya saja, akan tetapi juga
memperhatikan pemahaman al-Qur©an dan as-Sunnah secara
Kontekstual, yang nantinya bisa mempermudah terwujudnya

kemaslahahtan.

Akhirnya, dengan segala Keterbatasan penulis, dan dari
dukungan berbagai pihak, Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga
Skripsi.ini dapat bermanfaat bagi pembaca Umumnya, dan penulis
menyadari.bahwa 'skripsi ini" jauh ‘dari kata sempurna, sehingga
penulis mengrapkan kritik dan saran yang membangun, guna

kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur’an
Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung,
Diponegoro, 2008

Perundang-undangan

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta: PT.
Balai Pustaka, 1976).

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid VI, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka,
1989).

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Refika Aditama,
2010)

Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, (Jakarta : PT. Refika
Aditama, 2009).

Hamka Haq, Al-Syatibi : Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam
Kitab Al-Muwafagqat, ( Penerbit Erlangga, 2007).

Masdar Farid Mas“udi, Syarah Konstitusi : UUD 1945 Dalam
Perspektif Islam, (Jakarta Timur : Pustaka Alvabet, 2010).

Skripsi

Al-Qodri Nur ,Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system
Ketatanegaraan Indonesia, Tesis Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, (2016).

Rizal Panatagama Iskandar “Dinamika Lembaga Legislatif Pasca
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ”.Skripsi Fakultas
syari“ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, (2017).

Quartas Ivan Raharjo Putra “Analisis Terhadap Hak Imunitas Anggota
DPR Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Ditinjau dari prinsip

60

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



61

negara hukum”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta, (2015).

Wenly R.J. Lolong, ”"Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen
Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law”, Al- Ahkam,
V No. 2, Desember 2015

Skripsi Renaldi Hendryan ,“Kewenangan Mahkamah Kehormatan
Dewan Dalam Peradilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia(Study kasus Setya Novanto Ketua DPR RI
Periode 2014-2019)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2016).

Skripsi Vynta Nurul Atika, “Hak Imunitas Anggota DPR Menurut
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,
DPD Dan DPRD(Studi Tentang Hak Asasi Manusia)”, Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, (2010)

Akhmad Aulawi |, “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota
Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Berbagai Negara”, Media
pembinaan hukum Nasional, (2014).

Mohammad Muniri -, “Penerapan Hak  Imunitas. Anggota DPR-RI
Berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014, Jurnal Yustitia Vol.
18 No, 1 Mei 2017.

Dini Febry Gitawaty , “Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap
kewenangan DPDR-RI Dalam hal penentuan pimpinan DPR
dan Hak Imunitas DPR”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhamadiyyah Malang, (2015).

Lain-lain

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



62

Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota
Parlemen danPelaksanaanya di Beberapa Negara, Jurnal

Rechtvinding,  http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal online,

diakses pada tanggal 20 september 2018.

Eddy OS Hiariej, Imunitas dalam Hukum Pidana,
http://nasional.kompas.com, diakses tanggal 6 November
2018

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)


http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online
http://nasional.kompas.com/

CURRICULUM VITAE

Nama : Hendro Mulyono

Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 24 Januari 1996

Alamat : Ngagel RT 04 RW 01, Pakis, Kradenan,
Grobogan, Jawa Tengah

Agama : Islam

Kenegaraan : WNI

Nama Ayah : Kamin

Nama Ibu : Djayem

Hp/Telp. : 081216486891

Email : Hendromulyono24@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SDN 4 Pakis Tahun 2005
2. SMP AL-ISLAM PAKIS Tahun 2008
3. MA AL-HAMIDAH KRADENAN Tahun 2014

Pengalaman Organisasi:
1. Pengurus Harian OSIS SMP AL-ISLAM PAKIS-Bidang
Keagamaan tahun 2006/2007
2. Ketua OSIS MA AL-HAMIDAH 2009/2010
3. Pengurus harian organisasi kedaerahan tahun 2014/2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	KEASLIAN
	PERSETUJUAN
	PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	CURRICULUM VITAE



